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  HUKUM ACARA PIDANA HENDAK HIJRAH 
Oleh Adnan Paslyadja  
 

PENDAHULUAN 

Kekosongan waktu pembahasan RUU KUHAP oleh DPR periode 2014-2019, dimanfaatkan oleh 

ICW untuk kembali mengundang pakar dan pemerhati hukum acara pidana untuk mendiskusikan materi 

dan substansi RUU KUHAP. 

Dibawah ini kami mencoba untuk membandingkan antara UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP 

yang berlaku sekarang dengan RUU KUHAP yang oleh Tim RUU dianggap hal baru yang melatar 

belakangi disusunnya hukum acara pidana yang baru menggantikan dan bukan sekadar mengubah 

hukum acara pidana yang berlaku sekarang. 

I. Dasar Pemikiran Perlunya Penyusunan UU Hukum Acara Pidana Baru 

Tim RUU KUHAP dalam Naskah Akademik tanggal 28 April 2008 menyebutkan: 

1. Dasar Filosofis 

Pancasila merupakan sumber dari segala Perundang-undangan di Indonesia terutama sila kedua 

yang langsung berkaitan dengan KUHAP. Seluruh perangkat UUD ‘1945’ menjadi landasan filsofi 

KUHAP. 

Tanggapan 

Dalam Penjelasan Umum UU No.8 tahun 1981 angka 3 menyebutkan: “Oleh karena itu UU ini 

yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada 

falsafah/pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara, ......” 

 

2. Dasar Sosiologis dan Politis 

KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan 

kepastian hukum semua pihak sama didepan hukum dalam keadaan yang sama. Meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik. 

Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan 

Tanggapan 

Azas ini juga dianut oleh KUHAP baik dalam penjelasan maupun pada batang tubuhnya. 

 

3. Dasar Yuridis 

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan rancangan UU), 

Pasal 22 (hak presiden mengajukan PERPU), Pasal 22 A (tata cara pembentukan UU), Pasal 24 

(kekuasaan kehakiman), Pasal 24 A (wewenang mahkamah agung), Pasal 24 C (wewenang 

mahkamah konstitusi), Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J (hak azasi manusia). 

Tanggapan 

Dasar yuridis pembentukan UU No.8 tahun 1981 juga UUD 1945, kecuali pasal amandemen 
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4. Dasar Ekonomis 

Seluruh pasal dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat dan biaya ringan. Perkenalan 

sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus. 

Tanggapan 

Azas cepat sederhana dan biaya ringan juga dianut UU No.8 tahun 1981 pada semua tingkat 

pemeriksaan 

 

II. Ruang Lingkup Perubahan 

A. Azas Legalitas 

Dijabarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 RUU. Acara Pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara 

yang diatur dalam UU, ruang lingkup berlakunya meliputi peradilan dalam lingkup peradilan 

umum dan berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU diluar KUHAP, kecuali UU 

tersebut menentukan lain 

Tanggapan 

Azas ini juga sudah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP. Dalam Pasal 3 KUHAP benar 

disebutkan ..... dalam undang-undang  ini, karena KUHAP dimaksudkan sebagai satu undang-

undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. 

Pasal 3 ayat (2) RUU, yang mengakui berlakunya hukum acara pidana khusus di luar KUHAP 

perlu diberi apresiasi dan dipertahankan, hanya saja perlu dipertimbangkan penempatannya 

pada Bab Ketentuan Peralihan. 

Ketentun lain yang tidak diatur dalam KUHAP adalah Pasal 5 RUU yang mengharuskan korban 

atau keluarganya diberikan penjelasan mengenai hak diberikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan pada semua tingkat pemeriksaan.(perlindungan pelapor, pengadu, saksi 

dan korban, Pasal 40 RUU). 

B. Hubungan Penyidik Dan Penunltut Umum Lebih Diakrabkan. 

Untuk menghindari perkara bolak balik kepada penyidik dan sebaliknya seperti yang terjadi 

sekarang, maka dalam RUU pada saat pemberitahuan dimulainya penyidikan penuntut umum 

sudah memberi petunjuk dan bukan setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan. Jadi 

sejak dimulainya penyidikan penuntut umum langsung memberi petunjuk. Untuk itu akan 

ditunjuk jaksa zone untuk memberi petunjuk perkara yang terjadi di zone nya (POLSEK). 

Tanggapan 

Bahwa benar dalam praktek terjadi perkara bolak balik dari penuntuk umum kepada penyidik 

dan sebaliknya, bukan undang-undang yang salah sebab menurut Pasal 110 dan Pasal 138 

KUHAP, tidak dimungkinkan perkara bolak balik. Bahkan menurut UU Kejaksaksaan dalam hal 

penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum maka, penuntut umum dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan. 

Bahwa rencana menempatkan jaksa pada setiap zone (POLSEK) perlu dipertimbangkan, karena 

mungkin lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Pada Bab II RUU tentang penyidik 

dan penyidikan ada tambahan jenis penyidik selain penyidik POLRI dan penyidik PPNS, yaitu 

pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu. 

Dalam Bab ini tidak dikenal penyelidik dan penyelidikan, hal ini dapat dipahami karena 

penyelidikan memang merupakan sub fungsi penyidikan sehingga dalam hal penyidik 
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menganggap perlu melengkapi bukti permulaan untuk dapat dilakukan penyidikan, maka 

penyidik melakukan penyelidikan. 

Lain halnya ketentuan yang berlaku di KPK karena menurut Pasal 40 UU no.30 tahun 2002, KPK 

tidak berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan dan hanya berwenang 

menghentikan penyelidikan menurut Pasal 44 ayat (3) UU No.30 tahun 2002 apabila tidak 

diperoleh bukti permulaan yang cukup. 

 

C. Penangkaan/Penahanan 

Ketentuan mengenai penangkapan yang diatur pada Pasal 54 s/d Pasal 57 RUU, sama dengan 

ketentuan penangkapan yag diatur pada Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. 

Perbedaan mengenai penahanan terletak pada batas waktu lamanya penahanan, tata cara 

penahanan dan perpanjangan penahanan. 

Penyidik dapat menahan tersangka untuk paling lama lima hari dan dapatdiperpanjang penuntut 

umum untuk paling lama lima hari, dan kemudian dapat diperpanjang lagi oleh HPP paling lama 

20 hari dan dapat diperpanjang lagi oleh Hakim PN selama 30 hari. Sedangkan untuk 

kepentingan penuntutan, atas permintaan penuntut umum hakim PN dapat menahan  

Tersangka untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. 

Mengenai syarat sah penahanan pada Pasal 59 RUU pada dasarya sama dengan syarat sah 

penahanan pada Pasal 21 KUHAP 

Tanggapan 

Mengenai jangka waktu penahanan bisa dipahami akan tetapi mengenai ketentuan Pasal 59 

ayat (11) (menghadapkan tersangka kepada (hpp) perlu dipertimbangkan karenaakan 

mempersuit penyidik dan penuntut umum 

Perihal syarat penahanan diatur pada Pasal 59 ayat (1)b terdapat kekeliruan karena masih 

menggunakan pasal KUHP sekarang. Perlu ditambahkan Pasal 13 UU No.30 tahun 2002 (tindak 

pidana korupsi ringan) sebagai syarat untuk dapat dilakukan penahan. 

Dalam hal penahan dilakukan penyidik KPK apakah persetujuan penahanan 5 x 24 jam juga 

harus diberikan oleh Kajari dan bukan oleh direktur penyidikan pada KPK. Oleh arena ketentuan 

sepanjang mengenai penahanan tidak diatur oleh UU no.30 tahun 2002, maka penahanan 

penyidik dan pesnuntut umum KPK berlaku ketentuan pada Pasal 58 s/d Pasal 60 RUU. 

RUU tidak mengenal jenis penahanan  rumah dan penahanan kota. Adapun penangguhan 

penahanan hanya dapat diberikan leh HPP dan HPN. 

 

D. Penyadapan 

Penyadapan dilakukan terhadap 20 jenis tindak pidana dan dilakukan dengn izin HPP. Ketentuan 

ini berlaku juga bagi penyidik KPK kecuali dalam keadaan mendesak. 

Yang dimaksud dengan keadaan mendesak hanya terhadap bahaya maut atau ancaman luka 

fisik yang serius yang mendesak. Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana terhadap 

keamanan negara dan atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana 

terorganisasi. 
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Tanggapan 

Ketentuan mengenai penyadapan yang diatur pada Pasal 83 RUU yaitu penyidik dalam 

melakukan penyadapan harus minta izin lebih dahulu kepada HPP denga didampingi penuntut 

umum, dapat mlenghambat tugas penyidikan lagi pula bisa bocor lebih dahulu sebelum 

penyadapan dilakukan. 

Juga masih terdapat multi tafsir pengertian keadaan mendesak pada Pasal 84 huruf  c RUU, 

apakah yang dimaksud keadaan mendesak harus ada permufakatan terlebih dahulu dan apakah 

dapat meliputi semua jenis tindak pidana korupsi. 

Kalau  penyadapan yang sudah dilakukan penyidik oleh HPP dianggap tidak sahmaka penyidikan 

tidak bisa dilanjutkan (dihentikan) meskipun bukti lain sudah cukup. 

 

E. Sistem Penuntutan Dan Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan 

Ketentuan baru dalam RUU adalah wewenang penuntut umum untuk menentukan apakah 

menuntut atau tidak menuntut terdakwa ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat 

sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) RUU. Ketentuan menyangkut 

wewenang penuntut umum lainnya serta ketentuan mengenai penuntututan, surat dakwaan, 

pelimpahan perkara pengadilan, dan lain-lain pada dasarnya sama dengan ketentuan yang 

diatur dalam KUHAP. 

Tanggapan 

Seharusnya ada penjelasan bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf d dan e harus dinyatakan 

tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi. 

Penerapan azas oportunitas penuntut umum harus hati-hati karena bisa saja disalahgunakan. 

 

F. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) 

Menurut Tim RUU ketentuan ini ada kesamaan dengan HPP yang berlaku di Italia yang 

mempunyai wewenang seperti diatur pada Pasal 111 RUU. Dari sekian banyak wewenang HPP 

yang benar-benar baru yang tidak dimiliki hakim praperadilan hanya yang tersebut pada ayat (1) 

huruf i yaitu layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. 

Tanggapan 

Bahwa yang membedakan HPP dengan hakim praperadilan adalah bahwa hakim praperadilan 

menilai sah tidaknya wewenang penyidik atau penuntut umum. Sedangkan yang melaksanakan 

wewenang penyidik atau penuntut umum sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan 

adalah HPP. Menjadi pertanyaan siapa yang menilai HPP dalam melaksanakan wewenangnya 

karena bukan tidak mungkin terjadi penyalah gunaan wewenang. 

Menurut Pasal 116 RUU yang mengangkat dan memberhentikan HPP adalah presiden, 

ketentuan ini bertentangan dengan UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

merupakan wewenang Mahkamah Agung.  

Terdapat kekeliruan dalam melaksanakan werwenang HPP karena berhak menilai alat bukti dan 

keharusan terdakwa didampingi penasehat hukum yang merupakan wewenang hakim 

pengadilan negeri yang mengadili perkaranya. HPP hanya berwenang menilai bukti dan 

menentukan hak tersangka. 
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G. Prosedur Persidangan Yang Mengarah Ke Adversari 

Prosedur persidangan mengarah adversarial yaitu antara penuntut umum dan 

terdakwa/penasehat hukum lebih berimbang, dengan demikian peran aktif hakim berkurang. 

Yang diperiksa di sidang pengadilan adalah surat dakwaan bukan berkas perkara hasil 

penyidikan 

Tanggapan 

KUHAP juga sudah mengarah ke adversarial dalam pemerikasaan di sidang pengadilan. 

Bukankah yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang dan dasar hakim mengambil putusan 

adalah surat dakwaan bukan berkas perkara. Berkas perkara hanya merupakan dasar membuat 

surat dakwaan. Terdakwa di sidang pengadilan berhak didampingi penasehat hukumdan dapat 

mengajukan alat bukti yang menguntungkan baginya. Semua alat bukti baru sah apabila 

diberikan dan diajukan di sidang pengadilan. Terdakwa diberi hak terakhir memberikan jawaban 

sebelum hakim bermusyawarah mengambil putusan. 

Jadi prosedur persidangan yang diatur dalam RUU sama saja dengan yang diatur dalam KUHAP. 

 

H. Alat Bukti 

RUU menambahkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti elektronik dan barang bukti, sedangkan 

petunjuk diubah menjadi pengamatan hakim 

Tanggapan 

Dua alat bukti yang oleh RUU dianggap baru sebenarnya tidak baru karena alat bukti elektronik 

sudah dikenal pada UU No.31 tahun 1999 dan UU No.30 tahun 2002 juga dalam Pasal 188 

KUHAP sebagai alat bukti petunjuk. 

Baha barang bukti baru bisa merupakan alat bukti apabila dibenarkan baik oleh saksi maupun 

terdakwa, jadi bukan alat bukti yang berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lain, jadi sebagai 

alat bukti petunjuk. 

Terhadap alat bukti pengamatan hakim  RUU hanya menempatkan hakim sebagai pengamat 

bukan yang harus mengetahui sesuatu yang terjadi selama pemeriksanaan di sidang 

berlangsung. Jadi kalaupun istilah petunjuk mau diganti aka lebih tepat menggunakan istilah 

pengetahuan hakim. 

 

I. Upaya Hukum 

RUU KUHAP membenarkan putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” dapat diajukan banding, 

yang tidak boleh diajukan banding maupun kasasi adalah putusan bebas. MA tidak menyangkut 

fakta atau pembuktian  melainkan menyangkut penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan 

MA tidak boleh lebih tinggi dari putusan pengadilan tinggi. Hanya putusan pemidanaan yang 

dapat diajukan PK. 

Tanggapan 

Hal baru dalam RUU adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan banding, 

yang menurut Pasal 67 KUHAP tidak boleh. 

Yang menjadi masalah adalah bahwa putusan MA dalam kasasi tidak boleh lebih berat dari 

putusan PT. Dalam hampir semua putusan MA lenih tinggi dari putusan pengdilan tipikor dan 

PT. Bahwa MA sebagai yudex yuris adalah benar akan tetapi bukankah MA juga dapat 
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mengadili sendiri, lagipula siapa yang menjamin bahwa putusan yudex paktie tidak bermaslah 

dan sudah adil. 

Terhadap pemohon PK RUU memungkinkan jaksa mengajukan PK . Seharusnya sebagai pihak 

yang berkepentingan adalah korban atau ahli warisnya dapat juga menajukan PK. Sementara JA 

dapat mengajukan PK untuk kepentingan terpidana. 

Ketentuan mengenai upaya hukum selebihnya termasuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum sama 

persis dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. 

 

J. Jalur Khusus dan Saksi Mahkota 

Terdakwa yang mengakui semua perbuatan yang didakwakan yang dibacakan di depan penuntut 

umum, perkaranya diajukan dengan acara Pemeriksaan Singkat, akan tetapi pidana yang 

dijatuhkan maksimal 2/3 dari maksimal pidana tindak pidana yang didakwakan. 

Adapun saksi mahkota ialah seorang pelaku peserta yang perananya dalam terjadinya tindak 

pidana paling ringan dijadikan saksi untuk mengungkapkan perbuatan pelaku lainnya dan tidak 

akan dijadikan tersangka dalam perkara yang sama. 

Tanggapan 

 Baik jalur khusus maupun saksi mahkota tidak dikenal dalam KUHAPakan tetapi dalam praktek 

peradilan istilah justice collaborator yaitu tersangka dan terdakwa di pengadilan dapat 

diberikan kemudahan di penyidikan dan sebagai terdakwa dapat diperingan penjatuhan 

pidananya. 

Lain halnya terhadap saksi mahkota karena pelaku peserta tidak dituntut apabila dijadikan 

saksi. Yang dikenal dalam praktek para peserta menjadi saksi dan terdakwa dalam perkara yang 

sama. Hal ini sebenarnya dilarang oleh Pasal 189 dan Pasal 142 KUHAP. 

Yang perlu dikoreksi pada pasal 199 dan juga Pasal 42 ayat (1)h, kata terdakwa harus dibaca 

tersangka karena perkaranya belum diperiksa di pengadilan. 

 

 

III. Kesimpulan TIM RUU 

RUU KUHAP tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh globalisasi terutama dengan telah ditanda 

tanganinya beberap konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana 

dan ditutup dengan pantun “tiada gading yang tak retak”. 

KESIMPULAN 

1. Bahwa dasar pemikiran perlunya undang-undang hukum acara pidana baru dan ruang lingkup 

perubahan seperti dipaparkan di atas ternyata tidak seluruhnya baru 

Dari empat dasar pemikiran yaitu filosofis, sosiologis/politis, yuridis dan ekonomis kesemuanya 

juga dianut oleh kUHAP. Demikian juga denga ruang lingkup perubahan tidak semuanya baru 

hanya prosedurnya ada yang baru. 

 

 

 



7 
 

2. Hal-hal yang baru antara lain 

a. Pada saat pemberitahuan dimulainya pennyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, 

penuntut umum sudah memberikan petunjuk kepada penyidik, untuk itu akan ditunjuk jaksa 

zone untuk memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonenya (POLSEK) 

b.  Lama masa penahanan oleh penyidik dipersingkat , dan setiap pelaksanaan wewenang yang 

berhubungan dengan pembuktian harus atas izin HPP. Untuk kepentingan penuntutan 

penahanan dilakukan oleh hakim PN. Sementara jenis tahanan rumah dan tahanan kota 

tidak  dikenal 

c. Penyadapan harus dengan izin HPP untuk jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang 30 

hari lagi, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan tanpa izin lebih dahulu HPP. Dalam hal 

penyadapan tidak sah, penyidikan dihentikan. 

d. Penuntut umum diberi wewenang menyelesaikan perkara di luar sidang (hak oportunitas) 

terhadap perkara-perkara tertentu. 

e. Hakim pemeriksa pendahuluan mengambil alih wewenang hakim pengadilan negeri 

sehingga praperadilan tidak dikenal lagi. 

f. Informasi dan dokumen elektronik serta barang bukti sebagai alat bukti baru dan petunjuk 

diganti dengan pengamatan hakim (baca pengetahuan hakim) 

g. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding. Putusan MA tidak 

boleh lebih berat daripada putusan PT. 

h. Tersangka yang mengakui tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dapat diajukan 

perkaranya dengan acara pemeriksaan singkat dan saksi yang paling ringan kadar 

perbuatannya dapat dijadikan saksi mahkota 

i. Perlindungan saksi/korban/pelapor 

 

3. Dengan demikian yang selebihnya seperti halnya ketentuan umum, upaya paksa, hak 

tersangka/terdawa, bantuan hukum, berita acara, sumpah, wewenang mengadili, pemeriksaan 

di sidang pengadilan, putusan pengadilan, tata tertib persidangan, pelaksanaan putusan 

pengadilan dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan ketentuan hukumnya sama 

dengan yang diatur dalam KUHAP 

4. Yang tidak diatur dalam KUHAP yaitu jenis penahanan, praperadilan dan koneksitas 

5. Oleh karena hal baru yang tidak diatur dalam KUHAP jumlahnya sangat sedikit dibandingkan 

dengan yang telah diatur bahkan ada yang sama persis dengan yang sudah ada dalam KUHAP, 

maka seyogyanya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak perlu diganti, cukup diamandemen 

dengan tetap memperhatikan Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP 

6. Amandemen atau perubahan KUHAP dilakukan setelah RUU KUHP selesai  dibahas 

 

 

Jakarta, 24 November 2014 

 


